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Berazsam Upava
Lumpuhikan KPK

idak sedikit anggota Dewan Perwakilan Rakyat

vang terlibat kasus korupsi. Setidaknya telah ada

10 anggota DPR periode 20142019 vang terjerat.
Ada vang masih tersangka, ada juga vang telah menjadi
terpidana. Seiring dengan itu, serangan DPR, melalui
Panitia Angket KPK, ke komisi antirasuah tersebut
semakin gencar. Beragam upaya mereka lakukan untuk
melumpuhkan KPK.

d. Pembelkuan Anssaran KPK dan Kepolisian

Juni lalu, Panitia Angket KPK mengancam akan
membekukan angsaran KPK dan kepolisian gara-gara
KPK dan Polri menolak permintaan Panitia Angket untuk
menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu
skandal megakorupsi e-K7TF,, Miryam S. Haryani. Rencana
itu Mendapat pencolakan keras dari publik sehingsa batal.
2. Pemotongan Kevwenangan KPK

Panitia Angket KPK berencana merekomendasikan
pencabutan kewenangan penyidikanmn dan penuntutan KPK
yvang tercantum dalam Undang-tUndang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka
berdalih kewenangan KPP itu tumpang-tindih dengan
kewenangan kepolisian dan-kejaksaarn. Tuadingan Dewan
itu justru dibantah oleh kepolisian dan kejaksaan.

3B. VMienshapus Kewenansan KPK Merekrut Penyidilc

Iindependen

Panitia Angket KPK merekomendasikan penghapusan
posisi penyidik yang diangkat KPK, dan mengisi posisi
seluruhn tim penyidik dari kalangan kepolisian. Alasannya,
selama ini keberadaan penyidik independen menggangsu
Kineria KPK serta menimbulkan konflik internal. Tudingan
itu dibantah KPK. Selama ini, keberhasilanmn KPK.
mengungkap kasus korupsi justru karena kerja sama
seluruh penyidik. KPK memiliki kewenangan mengangkat
penyidik dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi
vang menyatakan penyidik KPK blsa berasal dari kalangan
non-kepolisian dan kejaksaan.

4. Revisi Undang-Undang KPIK

Panitia Angket KPK berkali-kali mendesak agar
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi direvisi. Mereka selalu berdalinh
revisi itu bertujuan Mmemperkuat KPK.

@ HUSSEIN | AGUNG S



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

Rapat Panitia Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu.
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